BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan skripsi ini,maka

penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Fungsi DPRD periode 2014-2019 dalam pembentukan peraturan
daerah Kuantan Singingi. Fungsi DPRD dalam menyusun peraturan
daerah kuantan singingi belum berfungsi dengan baik karna perda
yang di hasilkan lebih sedikit dan disebabkan karenakan tidak
berjalan atau tidak berfungsinya keatikfan anggota DPRD dalam

pembahasan Perda

2. Kendala-Kendala yang dihadapi DPRD periode 2014-2019 dalam
menyusun  peraturan Daerah  Kuantan Singingi menyebabkan

diantaranya yaitu:

a. hak inisiatif belum dapat terlaksana secara optimal oleh DPRD
karna rancangan peraturan daerah umumnya masi datang dari
esekutif

b. . Kemampuan menganalisa berbagai aspek yang diperlukan
dalam menyusun peraturan daerah yang dimiliki eksekutif masih
lebih lengkap di bandingkan dengan yang dimiliki DPRD

c. Angggota DPRD pada waktu turun ke masyarakat kurang bisa

menggali persoalan-persoalan yang dhadapi masyarakat dimana
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pada akhirnya nanti bisa dipergunakan sebagai bahan baku untuk
membuat suatu perda. Maka DPRD dikit mehasilkan perda dan
maka kurang inisiatif.
3. Upaya DPRD mengatasi kendala-kendala dalam menyusun Peraturan
Daerah Kuantan Singingi
langkah-langkah cerdas untuk menunjang pelaksanaan hak inisiatif
DPRD tersebut agar dimasa mendatang berjalan lebih baik ,upaya
tersebut dapat ditempuh melalui berbagai cara yaitu
1. Pemberdayaan dengan meningkatkan kualitas anggota
DPRD untuk mengatasi berbagai kendala,kurangnya
kemampuan anggota DPRD Kuansing dalam memfaatkan
hak inisiatifnya  tingkatkan  pendidikannya,melakukan
seminar dan studing kedaerah lain
2. Penataan institusi DPRD untuk mengatasi kendala harus
tingkatkan menganalisa  berbagai aspek yang di
mayarakat
3. Tenaga ahli yang menjadi kendala atau kesulitan dalam
melaksanaan hak inisiatif DPRD kuansing tenaga ahli
belum dimanfaatkan rangka membantu pihak DPRD
kuansing meningkatkan kualitas dalam bidang

legilasi,khususnya pemanfaatan hak inisiatif DPRD
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B.Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat penulis dan kesimpulan

penelitian,maka penulis merekomendasi saran-saran sebagai berikut.

1. Agar anggota DPRD meningkatkan kemampuan untuk membuat
dan menyusun ranperda sesuai dengan aspirasi masyarakat yang
diwakili

2. Agar anggota dewan meningkatkan skil dalam dalam membentuk
pelaksanaan tugas dan wewenang antara pemerintah daerah DPRD

3. Agar DPRD lebih berjalan berfungsi keaktifan dalam pemahasan

perda lebih banyak menghasilkan perda dari pada eksekutif
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